
BUPATILOMBOKBARAT,

a. bahwa agar pencegahan korupsi dapat berjalan efektif maka
semua praktek penyelenggaraan pemerintahan harus
mengandung upaya pencegahan korupsi;

b. bahwa pembayaran belanja Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah secara tunai berpotensi menimbulkan
penyalahgunaan wewenang dan korupsi sehingga diperlukan
sistem pembayaran belanja Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah yang dapat mencegah penyalahgunaan
wewenang dan korupsi serta sesuai perkembangan teknologi
dan informasi;

c. bahwa guna memberikan kepastian hukum dalam
pembayaran belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah yang tepat jumlah, aman, efisien, transparan, dan
akuntabel perlu aturan pelaksanaan sistem pembayaran non
tunai dalam belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf C, Perlu Menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Lombok Barat Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Sistem
Pembayaran Non Tunai dalam Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten LombokBarat;

1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
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Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 91 Tahun
2017 ten tang Sistem Pembayaran Non Tunai Dalam Belanja Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat tahun
2017 Nomor 106, diubah sebagai berikut:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURANBUPATITENTANGPERUBAHANATASPERATURAN
BUPATI LOMBOK BARAT NOMOR 91 TAHUN 2017 TENTANG
SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAl DALAM PELAKSANAAN
ANGGARANPENDAPATANDANBELANJA DAERAH.

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5204);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310).



HKABUPATENLOMBOKBARATTAHUN2019 NOMOR31

Diundangkan di Gerung
pada tanggal lfl l0u~r 2019

SEKRETARISDAERAH
KABUPATENLOMBOKBARAT~

Ditetapkan di Gerun~
pada tanggal 7 Afp~r 2019

tBUPATI ,LOMBOKBARAT"

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok
Barat.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

(2)Bukti pembayaran sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) harus dibuat
dan disimpan oleh Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran
Pembantu atau Pembantu Bendahara Pengeluaran.

, Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

BABIV
PENGECUALIAN

Pasa17
(1)Jenis pembayaran yang dikecualikan melalui Sistem Pembayaran Non

Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasa13 adalah:
a. pembayaran untuk keperluan penanggulangan tanggap darurat pada

saat bencana alam;
b. pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai/Tenaga Kontrak;
c. pembayaran Belanja Transport kepada masyarakat;
d. pembayaran Belanja Barang dan Jasa kurang dari Rp2.000.000,00 (dua

juta rupiah);
e. pembayaran untuk Belanja Pegawai dalam bentuk uang saku peserta

atau uang transport; dan/ atau
f. pembayaran rekening listrik, rekening telepon, rekening air, langganan

Koran/majalah serta biaya perpanjang STNKdan biaya KIRkendaraan
dinas.
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